BAB IV

ANALISISOVERMACHT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Indonesia)

A. Analisis Dasar Hukum dan Alasan Overmacht Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan
1. Analisis Dasar Hukum dan Alasa@vermachtDalam Tindak Pidana
Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam membagi hukuovermachimenjadi tiga bagian:

Pertama, overmacht sebagai sebab yang memperbolehkan
perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti tespakemakan
bangkai, dan meminum darah. Pada dasarnya keduaueyapakan
perbuatan yang dilarang, namun karena adawmamacht,sehingga
tidak ada tanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Kedua, overmachtsebagai sebab yang menghapuskan hukuman
suatu tindak pidana seperti dipaksa melakukaraf mencaci, mencuri,
merusak harta orang lain atau dipaksa kafir. Tingé#ana gazaf
termasuk dalamjarimah hudud yang hukuman pokoknya sudah
ditetapkan dalam al-Quran yaitu didera sebanyalpae puluh kali,
namun tingkat kejahatan ini tidak sampai pada péanggan nyawa.

Ketiga, overmachttidak berpengaruh terhadap hukuman suatu
tindak pidana. Maksudnyavermachttidak menjadikan suatu tindak

pidana diperbolehkan, atau bahkan dihapuskan hukoyaa Meskipun
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dalam tindak pidana terdapat faktowvermacht, perbuatan tersebut
tetaplah menjadi perbuatan yang diharamkan dan sharu
dipertanggungjawabkan. Hukuman yang dijatuhkan aeslengan
hukuman asal dari tindak pidana tersebut. Hal erviaku pada tindak
pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan, ataukplan yang
mematikan.

Pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniataa
menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan olaigdain. Dalam
hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengigdalaqisas
sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat akfég ayat 178.
Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atatbymihan
kesalahan adalatiiyat dankafarah sebagaimana dijelaskan dalam surat
al-Nisa ayat 92. Hukuman penggantinya adaltdizir dan hukuman
tambahannya adalah hilangnya hak wasiat dan haklapeah warisan.
Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja addigdt dan kafarah
sedang hukuman penggantinya adasexir.

Dalam masalah tindak pidana pembunuhan, menuruurhuk
Islam overmachttidak dapat mempengaruhi hukuman terhadap tindak
pidana tersebut, dalam artian tidak dapat membalehlatau
menghapuskahukuman.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah
perbuatan yang di larang keras oleh agama, kar&imatayang di

timbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusaknaat kehidupan
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masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri padarrdas adalah
merampas hak hidup orang lain dan mendahului ketkeAdah, karena
hanya Allah yang berhak membuat hidup dan mati.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karenabsidipah
dandharurah merupakan perbuatan yang terlaraiikgah dandharurah
menurut para fugaha tidak dapat menghapuskan atamgunbolehkan
seseorang untuk melakukan pembunuhan. Hal ini kamang yang
dipaksa melakukan pembunuhan terhadap korbannyaeihgan cara
disengaja, melawan hukum, secatzalim disertai keyakinan bahwa
membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat ddmnder dari
kejahatan pemaksa atau bahaya.

Orang yang dipaksa dengan sengaja melakukan peiméanu
meskipun diketahui bahwa perbuatan tersebut diarakkan tetapi
masalah kehendak menjadi permasalahan ketika g@mg membunuh
dalam kondisi terpaksa. Orang yang dipaksa melakyembunuhan
bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan keingiham pemaksa.
Namun dalam kenyataannya orang yang dipaksalah yagigkukan
pembunuhan secara langsung. Sementara itu unsimgpgang menjadi
dasar penentuan hukuman menurut syari'at Islamabdadaksud atau

niatan yang menyertai perbuat@rimah? Berbeda dengadharurah,

! Abdul Qadir Awdah,at-Tasyri’ al-Jinaiy al-IslamiyJilid |, Beirut: Dar al-Kitab al-
Arabi, tth, him. 568

2 Niat dalam tindak pidana pembunuhan sangat menanttdchadap penerapan sanksi
atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam tindalapé&d pembunuhan, Islam membedakan jenis
tingkatan hukuman pembunuhan sengaja, semi sedgajéidak sengaja didasarkan pada niatan
pembunuh. Niat tersebut sangat mempengaruhi tgphastat-ringannya hukuman.
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faktor pemaksa bukan dari manusia, melainkan deaa#lan atau situasi
yang berbahaya, sehingga niatan membunuh bukaméareang lain
melainkan karena alam. Contohnya ketika sekelomp@ing berada
dalam sampan yang hampir tenggelam karena beramyatan,
penumpang tidak boleh melemparkan penumpang yamgdadalam air
untuk meringankan beban sampan dan dalam upayaehaematkan diri
dari kematiar'.

Maksud dari melawan hukum adalah melakukan pesbugdng
dilarang oleh syard'. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur
pokok yang harus ada pada setiap tindak pidana tivalak pidana,
ringan, atau berat, yang disengaja, atau tidak ag@ngPenjatuhan
hukuman terhadap pembunuhan ini karena perbuataebtd sangat
berbahaya, memperlunak hukuman akan menimbulkaaybdiesar bagi
masyarakat.

Allah mengharamkan manusia melakukan pembunuhanakec
dengan alasan yang benar. Hal ini berdasarkan tketerQ.S. al-Isra’
ayat 33°
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3 Ali Yafie, dkk (Ed.),Ensiklopedi Hukum Pidana Islamilid 11, Jakarta: Kharisma ilmu,
2009, him. 236

4 Makhrus MunajadHukum Pidana Islam di Indonesi¥ogyakarta: TERAS, 2009,
HLM. 93

®> Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Islad@karta: Bulan Bitang, 1993, him.t358.

® Departemen Agama RAl-Qur'an dan TerjemahnyBandung: Diponegoro, 2010, him.
248.
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Ayat di atas menegaskan bahwa membunuh jiwa mieanpa
perbuatan yang diharamkan, kecuali dengan alasag penar yaitu
salah satu dari tiga perkara: kafir setelah imaar{aadl), berzina setelah
ihshan, dan membunuh sesama muslim yang terpejiaraya.’

Kata @alw ¥) dalam Q.S. al-Isra’ ayat 33 di atas juga mempunyai
pengertian karena melaksanakan perintah undangignd&arena
melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan kapmraturan
perundangan mengizinkan untuk melakukan pembuntihdadi,
pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam selgm hal di atas,
pemerintah atau penguasa juga diperbolehkan untutakorkan
pembunuhan.

Islam memberlakukaomvermachtdengan ketentuan yang sangat
ketat. Adapun syarat yang harus dipenuhi menurktrnuslam adalah:

Syarat-syarakrah mulji’ yaitu®:

a) Ancaman yang menyertai paksaan membahayakan kedalajiwa.

b) Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang dalanmat Islam.

c) Apa yang diancamkan seketika dan hampir tejadi, gyan
dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang digaksdak
melaksanakan perintah pemaksa.

d) Orang yang memaksa memiliki kemampuan untuk metelsm

ancamannya.

" Lihat Ahmad Muatafa al MaraghTafsir al-Maraghi,terj. Anshari Umar dkk.Tafsir al
Maraghi, Juz XVII, Semarang: Toha Putra, 1993, him. 78.

8 Ali Imron HS, Pertanggungjawaban HukumSemarang: Walisongo Press, 2009,
him.182.

° Abdul Qadir AwdahOp.Cit,him.365-368
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e) Orang yang diancam harus meyakini bahwa ancamarg yan
diterimanya benar-benar akan dilaksanakan oleh ksamapabila
kehendak pemaksa tidak dipenuhinya.

Syarat-syaratharurahyaitu™:

a) Keadaandharurat harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan
kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-bea dalam
kenyataan.

b) Orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kdcuatlanggar
perintah atau tidak ada cara lain yang dibenarkdénkumenghindari
kemudharatan selain melanggar hukum.

c) Tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syamgqasid al-syari’ah
seperti diharamkannya pembunuhan, dalam kondisiitmegapun.

d) Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakailakian
seperlunya dan tidak berlebihan.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat balaen hukum

Islam, tidak semua tindak pidana yang dilakukanekarkrah dan

dharurah dapat menjadi sebab yang menghapuskan hukumsivaly

raf’i al-uqubah). Ikrah dan dharurah Islam mengatur secara riatard
masalah ikrah dan dharurah mengenai jenis tindak pidana yang
diperbolehkan, tindak pidana yang hukumannya dagstapus, dan

tindak pidana yang tidak dapat dipengaruhi oletspak. Pengaturan ini

19 Wahbah Zzuhaili, Wahbah al-Zuhaili}azariyyah al-darurah al Syariyah ma’a al
Qanun al-Wad'j terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan,ot&sep Darurat dalam Hukum
Islam”, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, himr4 3-
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menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahasany yilakukan serta
pertimbangan kemaslahatan bagi manusia.

Penentuan adanykrah dandharurahdiatur dengan syarat yang
sangat ketat, salah satunya adalah tidak bolehnigngda prinsip-prinsip
syar’i (magasid al-syari'ah Tindak pidangpembunuhan karen&rah
dandharurahdilarang dalam Islam, karena dilakukan tanpa alysag
dibenarkan, serta pembunuhan pada dasarnya telmggarmaqgasid

al-syari’ah, yaitu dalam menjaga jiwifz ahal I-nafs).

2. Analisis Dasar Hukum dan AlasabvermachtDalam Tindak Pidana

Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia menetapkan bahwaermacht
merupakan dasar atau alasan yang menghapuskan #wlkatas setiap
tindak pidanaOvermachmerupakan salah satu dasar peniadaan pitlana
(strafuitluitingsgrondeh yang dirumuskan dalam pasal 48 KUAP
Hapusnya hukuman ini berlaku secara umum tanpa medakihn jenis-
jenis tindak pidana, termasuk dalam pidana pembamuh

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pemiamu
sengaja dalam bentuk umum diatur dalam pasal 338iKldengan
pidana penjara maksimal 15 tahun, pasal 339 deageaman pidana

penjara maksimal dua puluh tahun, dan pasal 340 KUiéngan

1 Alasan-alasan yang memugkinkan orang yang melakpkabuatan yang memenuhi
rumusan delik tidak dipidana. Lihat Sudatttykum Pidana,l Semarang: Yayasan Sudarto, 1990,
him. 138.
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ancaman pidana mati. Sedangkan pembunuhan tidajajaewmliatur
dalam pasal 359 dengan pidana penjara maksimakdihua.

Dalam hukum pidana Indonesia, tidak terdapat kesntyang
mengatur tentang syarat terjadiny@ermacht. Penentuan adanya
overmachtbergantung pada penilaian hakim yang berdasarkaraok
ukuran objektif dan ukuran subyek?i.

Overmachtmerupakan persoalan dalam ilmu hukum pidana yang
sampai sekarang masih diperdebatkan para ahli hukumtuk
menentukan apakabvermachtmerupakan alasan pembenar, sehingga
dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbyatama atau
alasan pemaaf, yang menghilangkan unsur kesalalanodng yang
melakukan tindak pidana.

Pompe berpendapat bahegermachisebagai alasan pembelfar
sehingga perbuatan membunuh tersebut kehilangaat sifelawan
hukumnya perbuatari. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan
terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, aleapit karena
hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa titipidana®

Sifat melawan hukum terhapus apabila terjadi kea#t@adaan

khusus yang dipandang sebagai hal yang patut watabprtentangan

13 Utrecht,Hukum Pidana 1Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, him. 354.
4 Roeslan SaletKitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelagandakarta,

Aksara Baru, 1987, him. 86.

!> Melawan hukum diartikan sebagai tindakan yangemésingan dengan undang-undang,

atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumustk dalam undang-undang, baik sifat
melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalahatmd-tindakan yang bersifat melawan

16 Adami ChazawiOp.Cithim.19.
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dengan undang-undang. Sifat melawan hukum hilangnd&eadaan-
keaadan yang diatur dalam pasal 48 sampai dengzal pa KUHP,
sehingga orang yang melakukan tindak pidana dalasaddan,
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal diatas tigalada®’

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Roeslan Saletabahya
overmacht merupakan alasan pemdaf. Alasannya orang yang
melakukan perbuatan karena terdorong aeérmachtitu sebernarnya
terpaksa melakukan karena didorong oleh suatu #ehkethin yang
datangnya dari luar. Dalam hal ini tekanan batingyherasal dari luar
merupakan syarat yang utama. Orang tersebut selyanédak suka
melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia dipaksale&n suatu tekanan
batin yang berat, yang ditekankan kepadanya da. [Karena itu
kehendaknya tidak bebas lagi. Karena adanya tekdaanluar, maka
fungsi batinnya menjadi tidak normal. Misalnya seaag dipaksa untuk
membunuh orang lain dengan diancam oleh pemaksgadesebuah
pistol, kemudian orang yang dipaksa tersebut akhimematuhi dengan
membunuh orang lain.

Antara ajaran sifat melawan hukumnya perbuatanodanmacht
memiliki keterkaitan. Pasal 48 KUHP ini hanya digkan pada
perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi kareadal® tertentu

(terpaksa) dapat dimaafkan. Terdakwa sebenarnghk sidka melakukan

" Roeslan SalelSifat melawan Hukum Suatu perbuatan pidalekarta: Aksara Baru.
19 him.1987. him. 16.

'8 Roesan SaletPerbuatan dan Pertanggungjawaban Pindadakarta, Aksara Baru,
1983, him. 128.
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perbuatan tersebut, tetapi ia dipaksakan oleh &kasikologi yang
berat, kehendaknya tidak bebas [dgidadi perbuatan tersebut tetap
merupakan perbuatan pidana yang dapat dipidanag Yidak dapat
dipidana dalam hal ini adalah pembuatfia.

Atas dasar alasan pembenar dan alasan pemaaf iimiddk
pidana yang dilakukan oleh sebalvermachtyang pada dasarnya
melanggar undang-undang tidak dikenai hukuman, asuin dalam
dalam hal tindak pidana pembunuhan sengaja yaayy thlam diatur
KUHP dalam pasal 338.

Menurut pendapat penulis, tidak adanya syarat paegra jelas
mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagermacht,
memberikan celah bagi pelaku tindak pidana untgpiadedari tuntutan
hukum. Dalam hal ini hakim harus melakukan pemlawkisecara
mendalam untuk membuktikan ada atau tidaknya um&nmmachtalam
suatu tindak pidana. Jikavermachttidak terbukti, maka hakim dapat

menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindak pidarqditakukan.

B. Analisis Penerapan Sanks Bagi Pelaku Overmacht Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan
1. Analisis Penerapan Sanksi Bagi Pel&@wermachtDalam Tindak Pidana

Pembunuhan Menurut Hukum Islam

! Roeslan Salehibid, him. 128
% Roeslan SaletQp. Cit,him. 130.
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Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak gikarena
perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap taaamdup yang ada di
dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, menugiaggota-
anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perpsa@saannya dan
pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihordeatidipelihard”

Hukum sebagai suatu aturan pada hakikatnya mengatur
terpenuhinya hak individu atau umum pada satudssi kewajibannya
pada sisi lain, sehingga menampakkan keseimbarigarkeadilan yang
menjadi sifat hukum sendiri. Dalam konteks hukumans pengaturan
hak dan kewajiban seperti ini dikenal dalam istifahmah hudud
gisaglanta’zir.

Orang yang dipaksa ketika memilih melakukan peraoban
berarti dia akan menimpakan bahaya kepada oramgskdangkan ketika
memilih ancaman, berarti dia akan menimpakan bakagada dirinya.
Keduanya adalah hal yang dilarang oleh hukum Islatam melarang
manusia membunuh orang lain dan sekaligus melanaagusia
mencampakkan dirinya dari kematian. Ketika oranggyalipaksa
memilih, pada realitasnya dia memilih diantara dahaya. Islam telah

mengatur kaidah hukum untuk menghukumi keadaaryauti,:
22yl iy el

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kerauvatian lagi.”

2D Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Isla@@akarta: Bulan Bintang, 1967), II: 11.
2 Jalal al-Din ‘Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Sulgijtal-Asybah wa al-Nadhair
Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiyah, tt, him. 86.
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Kaidah di atas menuntut manusia untuk tidak menaia&tu
bahaya (kepentingan hukum) dengan bahaya yangtain semisalnya.
Namun jika manusia berada dalam kondisi ini, teatlagdternatif lain

seperti kaidah berikut:

Hagial Gl 1) e Legalie| oo 5 Glizada = )la3 1 Q)
“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikana yang
lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan ydng kngan
mudharatnya”.

Kaidah di atas menuntut manusia untuk memilih saatu
diantara dua bahaya yang harus dilakukan, ia ditumhtuk memilih
resiko bahaya yang lebih ringan dan menolak yality leerat.

Menurut hukum Islam, orang melakukan perbuatarersainya
dia bukan memilih, tetapi karena terpaksa melaknka. Namun hal ini
hanya berlaku pada jarimah yang diperbolehkan wéeng dihapuskan
karena adanya paksaan, seperti memakan bangkaijnomndarah,
dipaksa untuk berkata kafir, dipaksa berzina, ddakt berlaku bagi
pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukydag
mematikan.

Dalam Islam, orang yang melanggar dua kaidah hutarsebut
dan menolak bahaya dengan bahaya yang semisalm daléian
melakukan tindak pidana atau menolak bahaya yeng tingan dengan
bahaya yang lebih berat itu berarti dia telah mémAdanya pilihan ini

tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dan jughkak

menghapuskan sekalipun cakupan pilihan itu sempit.

2 bid., him. 87.

95



Hukum Islam menerapkan secara akurat dua kadtarurah
tersebut. Jika orang terpaksa melakukan pembunubhamelakukan
perbuatan tersebut untuk membela diri dari ancayaag membahyakan
jiwanya. Orang yang dipaksa tidak boleh menolalapatdengan bahaya
yang semisalnya atau dengan bahaya yang lebih teratya. Adapun
jika dia melakukan hal itu, berarti dia memilih (mggunakan hak pilih).
Pilihan ini meski dalam cakupan yang sempit, tidgdan menghapus
tanggung jawab pidananya. Oleh karena itu hukuretap tberlaku pada
tindak pidana pembunuhan, pemotongan dan pemukuylang
mematikan.

Seseorang yang melakukan pembunuhan dengan seogajg,
tersebut wajib dikenakan sankgijisas, dengan alasan ia telah
menghilangkan nyawa manusia yang harus dijaga. r@eae sanksi
gisasini dilaksanakan agar manusia tidak gampang umeRkumpahkan
darah antar sesamanya dan mencegah balas dendapihdérkorban.
Islam menetapkan sanksigisas untuk kejahatan pembunuhan
sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat alfBageyat 178.

Dalam kaitannya dengaikrah dan dharurah dalam tindak
pidana pembunuhan, menurut kaidah di atas sesegeyg mendapat
ancaman dan kemudian dipaksa untuk melakukan perhBaondan ia
benar-benar melakukan pembunuhan, maka paksaabuetslak dapat

menghapuskan hukuman atas tindak pidana yangdtkukannya.
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Fugaha berbeda pendapat mengenai sanksi yang hégatu
kepada pelakwvermachtdalam tindak pidana pembunuhan. Malikiyah
dan Hanabilah berpendapat bahwa jika seseorangaksdip untuk
membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, makarhakaya adalah
gisas,karena menjadi orang yang melakukan perbuatan daggdalam
pembunuhaff.

Pendapat ulama Hanafiah terdapat 3 pendapat. Rerténmiar
menyatakan bahwaisas berlaku pada orang yang terpaksa karena
perbuatan membunuh itu dilakukan oleh orang yanupksa® Kedua,
Abu Yusuf menyatakan bahwagisas tidak berlaku pada orang yang
terpaksa membunuh akan tetapi berldiat bagi pemaksa. Orang yang
dipaksa tidak dikategorikan sebagai pembunuh, kapada dasarnya
perbuatan bukan lahir dari dirinya, dan sama sékak diinginkan oleh
orang yang dipaksd. Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat
bahwasanya orang yang dipaksa tidak dikenak&as melainkan
diyatkarena orang yang dipaksa hanya menjadi alatjzagaks&’

Ulama Syafilyah berpendapat bahwa orang dipaksalbmeuahn
manusia yang tak berhak dibunuh dihukugisas. Yang termasuk
membunuh dengan sengaja seperti membunuh dalanadweathrurat

untuk mendapatkan makanan. Hal tersebut lebih utiripada paksaan.

4 perbuatan langsung dalam pembunuhan adalah pambyahg mengakibatkan dan
menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membeematian dan sebagai penyebabnya,
tanpa perantara yang lain, misalnya membunuh depigan, mencekik dll Lihat Ali Yafie. Jilid 3
him. 204

% Muhammad Abu Zahrala)-Jarimah Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, tt, him 546.

?% |bid, him. 547

“"Muhammad Abd al-Hamid Abu Zai@p. cit, him. 110
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Karena orang yang dalam keadaan darurat yakin akenghadapi
kesulitan, berbeda dengan orang yang dip&ksa.
Dari beberapa pendapat di atas, terjadi perbedamgenai jenis

hukuman bagi pelaku pembunuhan, karervermachtUlama Malikiyah,

Hanabilah, Syafi'iyaldan Zufar berpendapat bahwa hukumannya adalah

gisas. Sedangkan Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah menjaunhk
hukumandiyat danta’zir. Sedangkanmam Abu Hanifah, Muhammad,
Daud al-Zahiri, Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam 8ydhlam salah
satu pendapatnya bahwa hukuman bagi orang yangsdipaembunuh

adalahta’zir.?° Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.;

59 DO el ade Al oo A g OF Legas ) o) pls o) 8
30 (amle opl olgy) ads 1oa Sanllag Olwdlly Uad) gl o

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu ber&atbahwa
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguiiaya
mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni keliqpa dan
apa yang dipaksakan terhadapnya.” (HR. lbnu Majah)

Atas dasar inilah jumhur fugaha menetapkan bahveatalia
syarat dapat diberlakukannyajisas® adalah pembunuhan harus

dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena paRéaiukum Islam

yang melarang pembunuhan dengan ala#faarurah. Hukuman yang

28 Muhammad Abd al-Hamid Abu Zalbid., him. 110
2 \Wahbah al-ZuhailyNazariyyah al-darurah al Syariyah ma’a al Qanun\aad'i, ter;.

Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, “Konseprirat dalam Hukum Islam”, Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1997, him.101.

30 Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Zaid al-Qazwainipc.Cit,. him. 69.
31 Syarat-syarat diberlakukanngisasbagi pelaku adalah; pelaku harus mukallaf, pelaku

melakukan pembunuhan dengan sengaja, dan pelalsldtaorang yang mempunyai kebebasan
(bukan orang yang dipaksa).

32 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islamj]akarta:Sinar Grafika, 2005 him. 154.
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dijatuhkan atas perbuatan ini sama dengan hukurabmdkrah atas
pembunuhan.

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembunukbizm
tidak terpaku hanya pada satu hukum saja, akampitet@mberikan
alternatif baik pembunuhan itu sengaja atau pentmamuyang tidak
disengaja. Bahkan Islam memberikan pilihan bagudmja terbunuh
dalam memberikan sanksi terhadap pelaku anmfigesatau memaafkan
dan disuruh pilih pula memberikan maaf dengarktrdamberikan ganti
apa-apa.

Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Iskranieka
ragam. Selain hukumagisasterdapat pula hukuman yang lain seperti,
hukumandiyat, ta'zir, kafarat Hal ini membantu para hakim dalam
melaksanakan sanksi pidana sesuai derjgamah yang dilakukan
Adapun tujuan penerapan sanksi adalah untuk memigenfbwva dan
mendidiknya serta berusaha menuju ketentraman eéerkntungan
masyarakat manusia. Kemudian dalam penerapan hukomat syari'at
Islam tidak menghalanginya sama sekali, tetapimisieengadakan aneka
rupa syarat untuk menyempitkan pelaksanaan hukuteesebut dan
memberikan keringanan apabila ada maaf dari piddunuh.

Hukum Islam sebagai realisasi hukum Islam menerapka
hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentramdimidu dan

masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yeapgat
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menimbulkan kerugian dalam masyarakdslam sangat memperhatikan
kemaslahatan dengan memberikan perlindungan tgrhagama, jiwa,
keturunan, harta dan akal.

Dengam demikian, maka dapat di fahami bahwa dalakurh
Islam, tujuan hukumgisas adalah, untuk melindungi hak Allah atas
hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut halp ledseorang.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Bagarah a9at 17

L Ea RO EQM W@a ORx 2 ISRAVCR dm
FCHOIZYWFT Do de @B EHIONROEQ <OgLe0rO
¢ O0>0%de = ALSTHEAD W@
Artinya: “Dan dalam gishaash itu ada (jaminan kgtamgan) hidup
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu
bertakwa™* (Q.S. al-Bagarah: 179)

Dari ayat ini maka dapat dilihat bahwigsas merupakan akibat
dari kejahatan terhadap manusia. Tujuannya adatabk menjamin
kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian artijilya gisas itu
dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia dadan terjamin.
Dari ayat diatas jelas menunjukan bahwa hukumarupa&an sarana
sebagai sebuah jaminan terhadap hak-hak dan kelageys hidup
manusia.

Secara umum si korban tidak memiliki hak untuk mafien
hukuman, akan tetapi ketentuan itu tidak berlakgi hendak pidana
pembunuhanPemaafan dalam dalam surat al-Bagarah ayat 17&deru

pilihan yang bersyarat, sebagaimana disebutkan &atiyat adalah

3 Makhrus MunajatQp. Cit,him 124
% Departemen Agama RAI-Quran dan TerjemahnyBandung: Diponegoro, 2010,
him. 27.
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langkah alternatif sebagai penggagisas Pemaafan pada hukuman
gisas oleh keluarga korban tidak dikhawatirkan akan ngamggu
keamanan dan ketertiban umum.

Menurut penulis, hukumarisas dalam hukum Islam tidak
semata-mata diorientasikan pada perlindungan dambg@mntasan
kejahatan, tetapi lebih dari itu ditujukan pada peran jaminan
rehabilitasi pada si korban untuk tetap mendapatkaknya untuk
mendapatkan kembali posisi sosialnya yang setargagheorang lain.

Hukumangisasatas pembunuhan yang disebabkan karlead
dan dharurah merupakan hukuman yang tertinggi dalam al-Qur’an.
Hakim dalam kasus ini dapat menentukan hukuman Yelnip rendah
atas persetujuan korban atau walinya. Hukliyat danta’zir merupakan
hal yang sangat mungkin diterapkan dalam masalatbpeuhan.Dari
penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sadisala hal yang tidak
dapat dipisahkan dari bahwa pelakuermachtdalam tindak pidana
pembunuhan.

2. Analisis Penerapan Sanksi Bagi Pel@ermachtDalam Tindak Pidana
Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini yaitu

mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil idemtuk

melindungi atau mempertahankan kepentingan hukumg lebih besat>

% Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana,2Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002,
him. 32
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Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukaruspaksaan
merupakan perbuatan yang dibenarkan sehingga tekmaslam
overmachtadalah pada resiko yang akan dihadapi itu harusabseig
atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukanyzaba kepentingan
yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan ydisglamatkan, maka
tidak ada hal yang memaksavérmatch, maka pelaku dalam hal ini
harus dihukum.

Wiryono Projodikoro memberikan kriteria yang berhed
mengenaiovermacht.Beliau berpendapat bahwa apabila kepentingan
yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat dari ekginmgan yang
diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratngkamda hal yang
memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuma pidaniteria ini tentu
memberikan pengertian bahwa dalam kondisi terpakparbolehkan
memilih bahaya yang lebih berat atau sama beratkuntenghindari
bahaya yang lebih ringan. Ukuran seimbang atauh ldd@rat yang
dimaksud adalah terletak pada akal manusia padanagau Jadi di sini
terdapat ukuran objektif yang sekaligus subjektikuran subjektif yaitu
terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran dogektlah bagi orang
normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif haruslah
digunakan secara bersama. Tidak boleh subjeki#f sagalnya hanya
pada akal dan perasaan si pembuat, tetapi harwas ghad pikiran bagi

orang pada umumnya. Hakimlah yang berwenang merdlan

% Wiryono ProjodikoroAzas-Azas Hukum Pidana di Indonediandung: Eresco, 1989,
him. 84.
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menentukan telah dipenuhinya syarat subjektif mauwghjektif tersebut,
dan dia harus mampu menangkap akal pikiran bagiaerang terhadap
resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu barkas akal budi yang
dimilikinya.®’

Apabila resiko perbuatan yang dilakukanya lebihilkenaka
disini tidak ada daya paksa relatif. Misalnya oragigaksa untuk
membunuh orang lain dengan ancaman akan ditempdEmgaman
kekerasan) sana, tidaklah cukup menjadi alasan @asnkika orang itu
benar melakukan pembunuhan.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pemiftamyang
dilakukan karenaovermachttidak dipidana, karena adanya peniadaan
pidana yang didalamnya terdapat alasan pembenay yemyebabkan
hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingggang dilakukan
terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan béndak pidananya
terdakwa karena perbuatan tersebut kehilanganmsgéwan hukumnya
perbuatan. Meskipun dalam kenyataannya perbuatatakiga telah
memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karerlangnya sifat
melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.

Selain alasan pembenar, juga terdapat alasan pekaaaha
orang yang melakukan perbuatan karena terdororig aermachtitu
sebernarnya terpaksa melakukan karena didorong sleku tekanan

bathin yang datangnya dari luar, maka fungsi bginmenjadi tidak

37 zainal Abidin FaridHukum Pidana,|
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normal. Oleh karena itu seseorang yang melakukerbpeuhan karena
dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian didpegan benar-
benar terbukti adanyavermacht,maka terdakwa dinyatakan lepas dari
segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian titekukti adanya
overmacht dalam tindak pidana pembunuhan, dengan
mempertimbangkan kaidah terdapat dalam psal 48 KUhtka pelaku
dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telabr dlalam KUHP
mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya @Z&&(3HP

Dalam hal keadaan darurat misalrda@lam kasus pembunuhan
yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar sebag@mpenulis
jelaskan dalam bab sebelumnya. Menurut hukum pidadanesia,
meski perbuatan tersebut kenyataannya telah memenstr pasal 338
KUHP tentang pembunuhan, namun karena keadaarati@wermachy,
perbuatan tersebut tidak dipidana.

Menurut pendapat penulis, hukum pidana Indonesmlereing
memanjakan pelaku dengan adanyaermacht sebagai alasan
menghapuskan hukuman. Tindak pidana pembunuhanlodgi@an
sebagai tindak pidana murni dan hanya termasukndaldéayah hukum
publik, sehingga wewenang penjatuhan hukuman besag@nuhnya
pada penguasa atau negara, tanpa campur tangapiltizki keluarga
korban untuk menuntut ganti rugi terhadap pelakngda mengganti

hukuman lainnya.
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Dari paparan di atas, terdapat persamaan dalammhigtam dan
hukum pidana Indonesia yaitu keduanya menkategorikeermacht
dalam tindak pidana pembunuhan sebagai pembunemgaja. Adapun
perbedaan baik dalam hukum Islam maupun hukum aidadonesia
mengenaiovermachtdalam tindak pidana pembunuhan yang penulis
gambarkan dalam tabel berikut:

Perbedaanvermachidalam tindak pidana pembunuhan

Perbedaan
Hukum Islam Hukum Pidana Indonesia

a. Peneraparmvermachtdalam suatu a. Overmacht dalam hukum pidana
tindak pidana terbagi menjadi tiga Indonesia sebagai sebab/alasan
yaitu sebagai; yang dapat menghapuskan
« sebab diperbolehkannya tindak hukuman

pidana
e sebab yang dapat menghapus
hukuman atas tindak pidana,
» perbuatan yang dilarang (tidak
berpengaruh terhadap tindak
pidana)

b. Overmacht dalam tindak pidanab-Overmacht dalam tindak pidana
pembunuhan termasuk dalam Pembunuhan menjadi sebab yang
perbuatan yang dilarang, sehingga menghapuskan hukuman  bagi
pelaku harus dijatuhi hukuman pelaku.

c. Sebab/alasan penjatuhan hukuman

bagi pelaku adalah karena pelake Sebab/alasan hapusnya hukuman
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melakukan pembunuhan sengaja adalah karena adanya alasan
pemaaf dan alasan pembenar
d.Hukuman bagi pelaku tindak
pidana pembunuhan karend. Pelaku dinyatakan lepas dari segala
overmachtadalahgisas, diyat, atauy tuntutan hukum

ta'zir

Dalam hukum Islam terdapat beberapa kelebihan nmange
penerapanovermachtdibandingkan dengan hukum pidana Indonesia
yaitu:

a. Islam mengatur secara rinci dalam masalaermacht
mengenai jenis tindak pidana yang diperbolehkamdat
pidana yang hukumannya dapat terhapus, dan tinukzka
yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan. Peragatuni
menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatangy
dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi si@nu
Dalam hukum pidana Indonesia, semua tindak pidamay y
dilakukan karenaovermacht,makatidak dijatuhi hukuman
(terhapus).

b. Islam mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat
berlakunya overmacht. Sedangkan dalam hukum pidana
Indonesia, tidak terdapat syarat yang mengaturamnent

overmacht.
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c. Adanya hukumangisas, diyatataupunta’zir bagi pelaku
tidak semata-mata diorientasikan pada penegakadil&ea
(ta’addul), tetapi lebih dari itu ditujukan pada pemberian
jaminan bagi keluarga korban untuk tetap mendapatka
haknya. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesiaargl

korban tidak memiliki hak apapun atas kematian &orb
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